
BI'PATI PT'RWORq'O
PROVffSI JAWA TEIYGAII

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KER.IA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN PURWORE.IO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melalsanakan ketentual Pasal l0
Peraturan Daerah Kabupaten hfworejo Nomor 4 Tahun
2021 tentang Pembentukar dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Purworejo, perlu menetapkan
Peratural Bupati tentajrg Kedudukan, Susunan
Orgalisasi, Tugas dan F\-rngsi, serta Tata Kerja Badan
Kesatuan Bargsa dan Politik Kabupaten Purworejo;

Mengingat

PERATURAN BUPATI PURWORF^'O
NOMOR I{ TAHUN 2'2'

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indon€sia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
PembentulGn Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan hopinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (I,€mbarar Negara Republik
lndonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan
lpmbaraa Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengart Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Keda (L€mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Ta-hur 2016 tentang
Perangkat Daerah (L€mbaran Negara Republik
Indonesia Tshun 2016 Nomor 114, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
sebagaimana teLah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2Ol9 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahur 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahur 2019 Nomor 187,
Tambahaa lJmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);
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5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasiirkasi, Kodehkasi dan Nomenklatur
Perencaraan Pembangunan dalr Keuangar:r Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4
Tahun 2O21 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (I€mbaran
Daerah Kabupaten Purworejo Tahurr 2021 Nomor 4,
Tambahan L€mbaran Daerah Kabupaten Purworejo
Nomor 4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KER.IA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PURWORE.'O.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengall:
l. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah ada.lah penyelenggaraan Urusan

Peme rintahan oleh Pemerintah Daera-h dal Dewan Pe rwakilan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengal prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
NegaJa Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimal<sud dalam
Undang-Undang Dasa, Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah ada.lah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahal Daerah yang memimpin melaksanakal Urusan
Pemerintahan yarg menjadi kewenangarl Daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang selarjutnya disebut

BAKESBANGPOL, adalah Badan Kesatuan Bangsa dan potitik
Kabupaten Purworejo.

6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang selanjutnya
disebut Kepa.la BAKESBANGPOL adalah Kepala Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Purworejo.

7. Sekretariat ada-lah Sekretariat pada BAKESBANGPOL.
8. Sekretaris BAKESBANGPOL yang selanjutnya disebut Sekretaris,

adalah Sekretaris Badan Keslatua-n Barlgsa darr politik.
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9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada BAKESBANGPOL.
10. Kepa.la Subbagian ada.lah Kepala Subbagian pada BAKESBANGPOL.
11. Subkoordinator adalah Pejabat Fungsional ahli muda ya-ng

diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan
sesuai bidalg tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang organisasi
dan tata ke{a instansi.

12. Aparatur Sipil Negara ada.lah profesi bagt pegawai negeri sipil dan
pegawai pemerintah dengan perjanjian ketja yang bekerja pada
instansi pemerintah.

13. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut
Jabatal Fungsional, adalah sekelompok jabataa yartg berisi fungsi
dan tugas berkaitan dengan pel,ayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian darl keterampilan tertentu.

14. Pejabat F\ngsional adalah Pegawai Apaiatur Sipil Negara yang
menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagiar Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

(1) BAKESBANGPOL berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.

(2) BAKESBANGPOL dipimpin oteh Kepala BAKESBANGPOL.

Bagial Kedua
T\-rgas

Pasa-l 3

BAKESBANGPOL mempunyai tugas membantu Bupati dalam
melal<sarla](an tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, yang
melipuLi kesatuan bangsa, politik dalarn negeri darr organisasi
kemasyarakatan.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakar tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
BAKESBANGPOL menyelenggarakan fungsi:
a. penrmusan keb[jakan teknis bidang kesatuan bangsa daI politik

yang meliputi kesatuar bangsa, potitik dalam negeri dan organisasi
kemasyarakatal ;
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b. penSnrsunan dan pelaksanaan rencala dan prograrn keda bidang
kesatuan bangsa darr politik yang meliputi kesatuan bangsa, politik
da.lam negeri dan organisasi kemasyarakatan;

c. pembinaar dal pengendalian teknis bidang kesatuan bangsa darl
politik yang meliputi kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan
orgalisasi kemasyara-katan ;

d, pelaksanaan koordinasi kegiatan dan ke{asama teknis dengan
pihak lain yarrg berhubungal dengal bidang kesatuan baIrgsa dan
politik yang meliputi kesatuar bangsa, politik dalam negeri dan
organisasi kemasyalakatan;

e. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap
pelaksanaan tugas bidang kesatuan balgsa dan politik yarg
meliputi kesatuan bangsa, polidk dalam negeri dan organisasi
kemasyarakatar;

I penyelenggaraan kesekretariatan BAKESBANGPOL;dan
g. pelaksalraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas pokok dan fungsi.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagiar Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Susunan Orgarisasi BAKESBANGPOL, terdiri atas
Kepala BAKESBANGPOL;
Sekretariat;
Bidang Kesatuatr Ba-ngsa;
Bidang Potitik Dalam
Kemasyaialatal;dan
Jabatan Fungsional.

Negeri dan Organisasi

Bagian Kedua
Kepala BAKESBANGPOL

a.
b.
c,
d.

e

(2) Bagan Organisasi BAKESBANGPOL sebagaimala dima_ksud pada
ayat (1) tercantum dalam l,ampiran yang merupakal bagian tidak
terpisa] kan dari Peraturar Bupati ini.

pasal 6

Kepala BAKESBANGPOL sebagaimana dimaksud dalam pasal S Ayat (1)
huruf a _mempunyai tugas memimpin pelaksaraarr tugas dan iungsi
Dinas sebagaimara dimaksud dalam Pasa_l 3 dan pasal 4.
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Pasal 7

(l) Sekretariat morupakan unsur pembantu Kepala BAKESBANGPOL
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
BAKESBANGPOL Kabupaten Purworejo.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasa.l 7 ayat (ll mempunyai
tugas mengoordinasikan menyiapkan perumusan kebijakan teknis
dan menyelenggarakan tugas Bidang secara terpadu, melayani dar
mengendalikan administrasi, yang meliputi perencanaan dan lieuangan
serta umum dan kepegawaian.

Pasal 9

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 10

Pasal I 1

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8,
Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a, pengoordinasiar menyiapkan perumusankeblakanteknis;
b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu;c. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan da-n pengendalian

administrasi perencanaan,evaluasi, pelaporan dar umum;
d. pengoordinasian prenyelenggaraan pelayaaan dan pengendaliaa

administrasi keuangan dan kepegawaian; da.Ir
e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

BAKESBANGPOL sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

(11 Susunan Organisasi Sekretariat sebagaimala dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1) terdiri atas:
a. Subbagian PerencanaEur dan Keuangan;dan
b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

(2) Subbagiar sebagaimara dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seora:ng Kepa.la Subbagian yang berada di bawah dal
bertanggung jawab kepada Sekretaris.

lubbagran Perencanaan dan Keualgan mempunyai tugas menyiapkar
bahan perumusan dan pelaksaaaan kebijakan teknis, melayani dan
mengendalikan administiasi di bidang perenc{rnaan dan keuarrgan
yang meliputi:
a. menyelenggaralan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi

ki!erja;
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b. menyusun perjanjian kinerja;
c. menyelenggarakan administrasi keuangan; dan
d. melaksarrakan tugas kedinasan lain yarg diberikan oleh Sekretaris

sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 12

Subbagian Umum dal Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan
bahan perumusan dal melal<sanakan kebijalan teknis, melayani dan
mengendalikan administrasi di bidang umurn dan kepegawaian, yang
meliputi:
a. menyelenggarakan administrasi bararg milik daerah;
b. menyelenggara}an administrasi umum;
c. menyelenggarakan pengadaaan barang milik daerah;
d. menyediakan jasa;
e. menyelenggarakan pemeliharaan barang milik daerah;
f. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;dan
g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris

sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Keempat
Bidang Kesatuan Bangsa

Pasal 13

(1) Bidang Kesatuan Bangsa berkedudukan di bawah dan bertarggung
jawab kepada Kepala BAKESBANGPOL.

(2) Bidang Kesatuan Ba-ngsa dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 14

Bidang Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
(1) mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis,
membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang Kesatuan
Bangsa, yang meliputi ideologi, wawasan kebangsaaan darr ketahanan
ekonomi, sosial, budaya, agama serta kewaspadaan dini dan
penangalan konflik.

Pasal 15

Dalam meLaksartal<art tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14, Bidarg Kesatuan Bangsa menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaaa,

dan pengendalian di bidang ideologi, wawasan kebangsaaar dan
ketahartan ekonomi, sosial, budaya, agama;

b. penyiapan pemmusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan,
dan pengendalian di bidang kewaspadaan dini dan penanganan
konf[k; dar

c. peLal<sanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
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Pasal 16

(1) Susunan Organisasi Bidarg Kesatuan Balgsa, sebagairnana
dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf c, terdiri atas Jabatan
Fungsional.

(2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam
melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaaa
kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa, melalui penetapan sebagai Sub
Koordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya da-n
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesatuan Bangsa.

(3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari;
a. Subkoordinator ldeologi, Wawasan Kebangsaaan dan Ketahanan

Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama; dan
b. Subkoordinator Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik.

(4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh
pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda
atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas
tambahan mengoordinasikan pela-ksanaan tugas darr pengelolaan
kegiatar sesuai dengan tugas masirg masing.

Pasal 17

Subkoordinator Ideologi, Wawasan Kebargsaaan dan Ketaharan
Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama mempunyai tugas menyiapkal bahan
perumusan dan melaksarakal kebijakan teknis, serta me lakukan
pembinaaa di bidang ideologi, wawasan kebangsaaar dan ketahalan
ekonomi, sosial, budaya, agama, yarg meliputi:
a- merumuskan kebijalan teknis dan pemantapan pelaksaraan

bidang ideologi pancasila dar karalder kebangsaan, yarlg meliputi :

1, menJrusun program kerja di bidang ideologi wawasan
kebangsaan, bola negara, karakter bargsa, pembauran
kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;

2. merumuskan kebijakan teknis di bidang ideologi wawasan
kebangsaan, bela negara, karakter balgsa, pembauran
kebangsaan, bineka tungga-t ika dan sejarah kebangsaan;

3. melaksanakan kebijakan di bidang ideotogi wawasan
kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran
kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;

4. melaksanakan koordinasi di bidang ideologi wawasan
kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran
kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah keba-ngsaan;dan

5. melaksanakan monitoring evaluasi dan peLaporal di bidang
ideologi wawasan kebangsaaa, bela negara, kaiakter bangsa,
pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah
kebangsaaa;

b. merumuskan kebijakan teknis dal pemantapan pelaksanaal
bidang ketaha-nal ekonomi, sosial dart budaya, yang meliputi :
1. menJrusun program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial,

budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika,
fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat
kepercayaan di daerah;
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2. menjrusun bahan perumusan kebija_kaa di bidang ketahanan
ekonomi, sosial, budaya dan fasititasi pencegahan
penyalagunaal narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama
dan penghayat kepercayaan di daerah;

3. melaksanalan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial,
budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotjka,
fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat
kepercayaan di daerah;

4. melaksanakan koordinasi di bidalg ketahanan ekonomi, sosial,
budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaal narkotika,
fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat
kepercayaar di daerah;da-n

5. melakssnakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang
ketahartart ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan
penyalagunaal narkotika, fasilitasi kerukunal umal beragama
dan penghayat kepercayaar di daerah.

c. melaksanakan tugas kedinasan lain yalg diberikan oleh Kepala
Bidang Kesatuan Bangsa sesuai dengan tugas jabatannya.

pasal 18

Subkoordinator Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik
mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan
kebijakaa teknis, serta melakukal pembilaan di bidang kewaspadaan
dini dan penanganan konflik, yang meliputi:
a. menlrusun program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama

intelijen, pemantauan orang asing, tenaga lierja asing dan lembaga
1sing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitaii
kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di
daeralu

b. men5rusun bahar perumusan kebijakan di bidarg kewaspadaan
dini, kerjasama intelijen, pemarrtauan orang asing, tenaga kerja
asing dan lembaga asing, ken aspadaan perbatasan antar negara,
fasilitasi krlembagaar bidang kewaspadaan, serta penanganar
konllik di daerah;

c. melaksanakal kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama
intelijen, _pemartauan orang asing, tenaga keia asing dan lembaga
qsing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilita;i
kclemtagaan bidang kewaspadaan, sorta penanganan konflik di
daerah;

d. melaksanakan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama
intelijen, pemaltauaD orang asing, tenaga kerja asing dan limbaga
qsinS, kewaspadaan perbatasan antar - negara, fasitita--si
kelem-bagaal bidalg kewaspadaar, serta penanganan konflik di
daerah;

e, melalsanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang
kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pem-antauan orang asing]
tenaSa keia asing dan lembaga asing, kewaspadaar per-batasan
antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspad-aan, serta
penanganan konflik di daerah;f. melaksanakan forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten;dan

g. melalsanakan tugas kedinasan Lain yang diberikm btetr kepala
Bidang Kesatuan Bangsa sesuai dengan tufas jabatannya.
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Bagiar Kelima
Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyara_katar

Pasal 19

(1) Bidang Politik Dalarn Negeri dan Organisasi Kemasyaia}atar
berkedudukal di bawah darl bertanggung jawab kepada Kepala
BAKESBANGPOL.

(2) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
dipimpin oleh Kepala Bidang.

pasal 20

Bidang Politik Dalarn Negeri dan Orgarrisasi Kemasyarakatal
mempunyai tugas menyiapkan perumusErn kebijakan tekris, membina,
melaksanakan darl mengendalikan bidang Politik Datarn Negeri dar
Organisasi Kemasyarakatan yalg meliputi politik dalan negeri dan
organisasi kemasyara-katan.

Pasal 21

Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn pasal 20,
Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyaralatan
menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaal, pelaksanaal,

dan pengendalian di bidang politik dalam negeri;
b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaar, pelaksanaar,

dan pengendalian di bidang orgaaisasi kemasya::a_katan; danc. pelaksaraan tugas kedinasan lain yang diberikal oleh Kepala
BAKESBANGPOL sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal,22

(1) Susunan Organisasi Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi
Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Ayat (1)
huruf d, terdiri atas Jabatan Fungsional.

(2)Jabatan Fungsional sebagaimara dimat<sud pada ayat (1) dalam
melal<sanal<an tugas da-n fungsi koordinasi serta pengelolaan
Kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi
Kemasyarakatal melalui penetapal sebagai Subkoordinator sesuai
dcngan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi
Kemasyarakatan.

(3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
a. Subkoordinator Politik Dalam Negeri; dan
b. Subkoordinator Organisasi Kemasyarakatan
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(4) Sub Koordinator sebagaimana dimalsud pada ayat (3 )merupakan
pejabat fungsional ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk
dengan diberikan tugas tambahan mengoordinasikan pela.ksanaan
tugas dan pengelolaan kegiatan sesuai tugasnya masing-masing.

Pasal 23

Subkoordinator Potitik Dalam Negeii mempunyai tugas menyiapkan
bahan perumusan darl melaksanakan kebijakan telsris, serta
rnelakukan pembinaan di bidang Politik Dalam Negeri, yang meliputi:
€L menlrusun program kerja di bidaag pendidikan politik, etika budayapolitik, p€ningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan

pemerintahan, perpal<ilar dan partai politik, pemilihan
umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi
politik di daerah;

b. menl,rrsun bahan perumusal kebijakaa di bidang pendidikan
politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi
kelembagaan pemerintahan, perwakilal dal partai politik,
pemilihan umum/pemilihal umum kepala daerah, serta
pemantauan situasi politik di daerah;

c. melaksanakan kebljakan di bidang pendidikan politik, etika budayapolitik, peningkatan demokrasi, fasi.titasi kelembagaan
pemerintahan, perwakilal dan partai politik, pemilihan
umrun/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi
politik di daerah;

d. melaksanakan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika
budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaar
pemerintahar, perwakilan dal partai politik, pemilihar
umum/pemiliha.n umum kepala daerah, serta pemantauan situasi
politik di daerah;

e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang
pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatar demokrasi,
fasilitasi kelembagaar pemerintahan, perwakilan dan partai politik,
pemilihar umum/pemilihal umum kepala daerah, serta
peurantauan situasi politik di daerah; dan

f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Politik Dalam Negeri dar Organisasi Kemasyarakatan sesuai
dengan tugas jabatannya.

Pasal 24

Subkoordinator Organisasi Kemasyaralatan mempunyai tugas
menyiapkan bahan perurnusan dan melaksanakan kebijakal teknis,
serta melakukan pembinaan di bidang organisasi kemasyarakatan,
yang meliputi:
a menlrusun program kelja dibidang pendaftaran orqras,

pemberdayaar ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas,
pengawasan ormas darl ormas asing di daerah;

b. men5rusun bahan perumusan keb[jal<an dibidang pendaftaran
ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas,
pengawasan ornas dan ormas asing di daerah;
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c. melaksanakan kebijakan dibidang pendaftaran oEnas,
pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas,
pengawasan ormas dan ormas asing di daerah;

d. melaksanakan koordinasi dibidalg pendaftaran orrnas,
pemberdayaan ormas, evaluasi dslr mediasi sengketa ormas,
pengawasan orrnas dan ormas asing di daerah;

e. melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang
penda-ftaran ormas, pemberdayaan o[nas, evaluasi dan mediasi
sengketa ormas, pengawasan o[nas dan ormas asing di daera]r; dal

i melaksanakan tugas kedinasan lain yarlg diberikan oleh Kepala
Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyaral<atan sesuai
dengan tugas jabatannya.

Bagian Ketujuh
Jabatal Fungsional

Pasal 25

(1) Pejabat Fungsional berkedudukan sebagai pelaksara teknis
fungsional pada BAKESBANGPOL.

(2) Pejabat Fungsional sebagairnana dirnaksud pada ayat (1)
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara Ialgsung
kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator,
atau Pejabat Pengawas yalg memiliki keterkaitan dengan
polaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

(3) Kedudukan Pejabat Fungsional sebagaimana dimal<sud pada ayat
(2) ditetapkan dalarn p€ta jabatar berdasarkan analisis tugas dan
fungsi unit keia, analisis jabatar, dan analisis beban kerja
dilaksanakan sesuai ketentual peraturan perundang-undangan.

(4) Jenis dan jenjarg Jabatan Fungsiona.l sebagaimana dimaksud pada
ayat (l), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangar.

Pasal 26

Jabatal Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengart
Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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BAB IV

TATA KER.'A

Pasal27

Kepala BAKESBANGPOL, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian,
Subkoordinator, dan Jabatal Fungsional dalam melaksanakan
tugasnya berdasarkan ketentuar peraturan perundalg-undangan dan
kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 28

Kepala BAKESBANGPOL, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian,
Subkoordinator, dar Jabatan Fungsional dalam melaksanakan
tugasnya memperhatikaa prinsip-prinsip manajemen yang meliputi
perencanaan, pengorganisasian, pelalsanaar, monitoring, evaluasi dan
pelapora-n sesuai dengarl bidalg tugas masing-masing.

Pasal 29

Dalam melaksarakan tugas, Kepala BAKESBANGPOL, Sekretaris,
Kepala Bidalg, Kepala Subbagian, Subkoordinator, dan Jabatan
Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun
antar satuan orgarisasi dalam lingkungan Pemerintahan Daerah serta
instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 30

(1) Kepala BAKESBANGPOL, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala
Subbagian, dan Subkoordinator bertanggung jawab dalam
memimpin, mengoordinasilan dan memberikan bimbingan serta
petunjuk bagi melaksanakan tugas bawahan masing-masing.

(2) Kepala BAKESBANGPOL, Selcetaris, Kepala Bidang, Kepala
Subbagian, dan Subkoordinator wajib mengikuti dan mematuhi
petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta
menyampaikan laporan tepat waldu,

(3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan,
tembusar laporan dapat disampaikan kepada satual organisasi
lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepata BAKESBANGPOL,
Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Subkoordinator
dari bawahan dapat diolah dan dipergunal€n sebagai bahan
men]rusun laporan tebih lanjut dan dijadikan bahan untuk
memberikan petunjuk kepada bawahan.
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BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 31

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta kepegawaian diatur sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangal.

Pasal 32

Kepala BAKESBANGPOL, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian,
dan Subkoordinator, dan Jabatan F\ngsional diangkat dan
diberhentikar oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 33

(1) BAKESBANGPOL wajib menJrusun kebutuhan jumlah darl jenis
jabatan aparatur sipil negara berdasarkan analisis jabatan dan
analisis bebar kerja.

(2) Penrusunan kebutuhan jumlal dan jenis jabatar aparatur sipil
negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukar untuk
jargka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun
berdasarkan prioritas kebutuhan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Purworejo Nomor 98 Tahun 2O13 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan F\rngsi Serta Tata Keda Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten
Purworerjo Tahun 2013 Nomor 98 Seri D Nomor 39), dicabut dan
dinyatakan tidal berlaku.
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Pasal 35

Peraturarr Bupati ini mulai berlaku pada tanggal I Jan-nri 2022

Agar setiap oralg mengetahuinya, memerintalkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatarnya dalam Berita Daerah
Kabupaten Purworejo.

DitetaDkan di Purworeio
pada tanggal 4 r./I,t'ilc 2a2t

BUP PURWOREIO,
(^

€ AGUS BAST1AN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWORqJO,A
Diundargkarr di Purworejo
pada tanggal al lbttrl.s f2l

( sArD RoMADHoN

BEzuTA DAERAH KABUPATEN PURWORE'O
TAHUN 2'2I NOMOR t'4 SERI T NOMOR 
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BAGAII ORGA^ITIEAAI
BAI'AIT KESATUAIT BANGAA DAIT PIOLITIK
KABUPATEN PURWORF.'O

I,AMPTRAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR !.{ TAHUN A.2I
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGA].IISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANCSA DAN POLITIK
KABUPATEN PURWORE.'O

..4 BUPATI PURWORE.JOI
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